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Salinan PUTUSAN 

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.LB 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

 

  Putri Mustika binti Memet Tanakin, NIK 1306026002940003, tempat 

tanggal lahir Lubuk Basung, 20 Februari 1994, umur 28 

tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah 

tangga, tempat tinggal di Talago Jorong IV Surabayo, 

Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, 

Kabupaten Agam, menggunakan domisili Elektronik 

Email: putrimustika525@gmail.com, sebagai Penggugat; 

melawan 

  Perianto bin Nasrel, NIK 1306030101870001, tempat tanggal lahir Koto 

Kaciak, 01 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan tukang cukur, tempat tinggal di 

Sungai Asam Jorong Pasar Rabaa, Nagari Koto Kaciak, 

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai 

Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti 

Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2022 yang 

didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 8 Maret 2022 dengan register perkara 

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, 

menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Kutipan 

Akta Nikah Nomor: 0513/30/X/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk 

Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Oktober 

2013; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah 

tangga di rumah orang tua Penggugat di Talago Jorong IV Surabayo, 

Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 

selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di 

Kampung Manjelang Baru Desa Manjelang, Kelurahan Tanjung, Kecamatan 

Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai berpisah; 

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul 

sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama 

Valerie Syaqilla, perempuan, lahir tanggal 30 Juni 2019; 

4. Bahwa  sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak  

rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena: 

4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, 

sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari 

Penggugatlah yang harus berpandai-pandai menghemat uang yang 

Tergugat berikan; 

4.2 Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Rina, hal 

ini Penggugat ketahui saat Tergugat sering menelpon perempuan 

tersebut; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 karena teman Penggugat 

mengabarkan Penggugat bahwa Tergugat sedang berdua-duan dengan 

seorang perempuan yang bernama Rina di toko tempat mencukur rambut 

Tergugat, kemudian Penggugat langsung menghampiri Tergugat dan 

perempuan tersebut, namun Terugat dan perempuan tersebut tidak mau 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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mengakui hal tersebut, lalu terjadilah pertengkaran antara Pengguat dan 

Tergugat yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat 

di Talago Jorong IV Surabayo, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk 

Basung, Kabupaten Agam, semenjak Penggugat pulang Tergugat tidak 

pernah menyusul Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di Sungai Asam 

Jorong Pasar Rabaa, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, 

Kabupaten Agam; 

6. Bahwa semenjak bulan Desember 2019 tersebut antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun 

lamanya; 

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, 

sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat 

berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan 

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari 

Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon 

kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim 

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan 

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Perianto bin Nasrel) terhadap 

Penggugat (Putri Mustika binti Memet Tanakin); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Subsider: 

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya (ex 

Aequo et Bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan 

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang 

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena  

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi 

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat 

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat 

-  Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 

79/SK/NGLB/III-2022 yang dikeluarkan oleh Walinagari Lubuk Basung, 

Kabupaten Agam, pada tanggal 4 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0513/30/X/2013, yang dikeluarkan oleh 

KUA Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 

21 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda P.2; 

2.  Bukti Saksi 

1. Musnar binti Rusli, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong IV Surabayo, Nagari 

Lubuk basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi adalah 

ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Perianto, Tergugat 

adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan 

pernikahan secara resmi sekitar tahun 2013; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah 

tangga di rumah saksi di Talago Jorong IV Surabayo, Kenagarian Lubuk 

Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selama lebih 

kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di 

Kampung Manjelang Baru Desa Manjelang, Kelurahan Tanjung, 

Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai berpisah ; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan 

sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar;  

- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke 

rumah saksi kemudian sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput 

Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat sehingga antara 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih 

dari 2 (dua) tahun sampai sekarang; 

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi 

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang; 

- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan 

Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;  

2. Mardanison bin Erizal Putra, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan 

SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong II Balai Ahad, Nagari 

Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi adalah 

kakak seibu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah 

menikah sekitar tahun 2013; 
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- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah 

tangga di rumah orang tua Penggugat di Talago Jorong IV Surabayo, 

Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 

selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah 

kontrakan di Kampung Manjelang Baru Desa Manjelang, Kelurahan 

Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai 

berpisah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan 

sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan 

karna Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama 

sejak 2 tahun yang lalu; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih 

kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang; 

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak 

itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi 

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang; 

- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat 

dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali 

namun tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi 

tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta 

memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang 

terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan diatas; 
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis 

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan 

Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; 

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya 

adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut 

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan 

Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi 

Surat Keterangan domisili yang menyatakan bahwa Penggugat beralamat 

sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat. Oleh karena bukti 

surat P.1 ini bukan merupakan akta otentik karena bukan dikeluarkan oleh 

lembaga yang berwenang mengeluarkannya, maka bukti tersebut baru dapat 

diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti 

lainnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1 Penggugat 

bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka 

perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk 

Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum 

Islam);  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana 

Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang 

sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, 

oleh karena itu  Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku 

suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk 

mengajukan gugatan a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat   

dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati 

Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina 
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rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) 

dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena 

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa 

secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg; 

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang 

harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita 

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup 

rukun dalam rumah tangga mereka; 

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya 

sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang mana alat bukti tersebut 

telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai 

dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh 

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa bukti Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang 

merupakan fotokopi Surat Keterangan domisili yang menyatakan bahwa 

Penggugat beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan 

Penggugat, terbukti bahwa Penggugat beralamat di Talago Jorong IV Surabayo, 

Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;     

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat 

berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0513/30/X/2013, yang dikeluarkan 

oleh KUA Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada 

tanggal 21 Oktober 2021, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai 

suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Oktober 2013; 
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Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah 

memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 

171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 

Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh 

kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi 

saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai 

suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian 

dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 

saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima 

sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan 

oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah 

menemukan fakta sebagai berikut:  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal 

bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;  

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di 

atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara 

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang 

menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah; 
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Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai 

sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan 

hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan 

antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah 

(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang); 

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak pernah melihat 

Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan telah terjadinya pisah 

tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, selama 

itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut 

diduga (ghalabat al-zhann) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis 

berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak 

ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa 

suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup 

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan 

telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat 

bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat 

disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan 

pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 

3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud; 

 Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah 

tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang 

berkepanjangan serta akan memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang lebih 

besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal 
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agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaratan lebih 

diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul 

fikih yang berbunyi: 

لح  المصا  جلب  على  م مقد  سد  المفا  درء  

Artinya: “Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik 

kemanfaatan.”  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 

gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya 

talak Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan 

catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat 

belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang 

dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, 

oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak 

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
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menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Perianto bin Nasrel) 

terhadap Penggugat (Putri Mustika binti Memet Tanakin); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);   

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 13 Sya’ban 1443 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, 

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Mulya, S.H.I., M.H. dan Derry 

Damayanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Um 

Abdiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat; 

 

Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

 

Ttd 

Ttd 

Ayu Mulya, S.H.I., M.H Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. 

Hakim Anggota II,  

 

Td 

 

Derry Damayanti, S.H.I  
 Panitera Pengganti, 

  

Ttd 

 Dra. Um Abdiah 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.LB 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00 

-  Panggilan : Rp 124.000,00 

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00  

J u m l a h : Rp 244.000,00 

              (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 
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